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BUPATI TEMANGGUNG  
 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 16 TAHUN 2013 
 

TENTANG  
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 

TENTANG PAJAK AIR TANAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TEMANGGUNG, 

 
Menimbang  :  a.  bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 107 Ayat 2 huruf e 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Temanggung 
Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana yang tertuang 
dalam BAB VI Pasal 7 bahwa pemberian subsidi pajak air tanah 
kepada wajib pajak tidak sesuai maka perlu dirubah; 

  b.  bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud hurufa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 

Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor10Tahun 2011 tentang Pajak Air 
Tanah; 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

  2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

  3.  Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4286); 

  4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

  5.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 

  6.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

  10.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6); 

  11.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7); 

  12.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23); 

  13.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 

2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2011 Nomor 11). 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
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  15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah; 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR 
TANAH.  

 
Pasal I 

 
Ketentuan BAB VI Pasal 7 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun 2011 Nomor 25) diubah menjadi sebagai berikut: 

 
BAB VI 

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK AIR TANAH 
Pasal 7 

 

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan ketetapan Pajak Air Tanah 
kepada Bupati secara tertulis dengan melampirkan dokumen yang diperlukan 
sebagai bahan pertimbangan; 

(2) Pengurangan ketetapan pajak terutang dapat diberikan oleh Bupati dengan 

mempertimbangkan kemampuan wajib pajak untuk membayar lunas atau 
kondisi tertentu objek pajak; 

(3) Apabila pengurangan ketetapan pajak terutang dikabulkan oleh Bupati, maka 
besarnya pengurangan pajak air tanah paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima 
persen) dari pokok pajak terutang; 

(4) Permohonan pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikabulkan oleh Bupati, maka perlu diterbitkan kembali Surat Ketetapan Pajak 
Daerah atas pengurangan yang diberikan oleh Wajib Pajak; 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. 
 
 Ditetapkan di Temanggung 
 pada tanggal 9 April 2013 
 

 BUPATI TEMANGGUNG, 
 
 ttd 
 HASYIM AFANDI 
Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal  9 April 2013  
 
 SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

 ttd 
 BAMBANG AROCHMAN 
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR  16 


